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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya jaman maka semakin cepat
perkembangan dunia bisnis dalam lingkungan masyarakat. Banyak
inovasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh
keuntungan yang cukup besar. Salah satu inovasi yang banyak
diminati masyarakat yaitu Penjualan Langsung Berjenjang atau
yang lebih dikenal dengan Multi Level Marketing (MLM).

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau Multi Level
Marketing (MLM) secara harfiah adalah pemasaran yang dilakukan
melalui banyak level atau tingkatan, yang biasanya dikenal dengan
istilah up line (tingkat atas) atau down line (tingkat bawah). Up
line dan down line umunya mencerminkan hubungan pada dua
level yang berbeda, atas dan bawah, maka seseorang disebut up
line jika mempunyai down line, baik satu maupun lebih. Bisnis
yang menggunakan sistem Multi Level Marketing ini memang
digerakan dengan jaringan, yang terdiri dari up line dan down line.

Meski, masing-masing perusahaan dan pebisnisnya menyebut



dengan istilah yang berbeda-beda. Demikian juga dengan bentuk
jaringannya, antara satu perusahaan dengan yang lain, mempunyai
aturan dan mekanisme yang berbeda; ada yang vertikal dan ada
yang horizontal. Misalnya, Gold Quest dari satu orang yang
disebut TCO (Tracking Centre Owner), untuk mendapatkan bonus
dari perusahaan, dia harus mempunyai jaringan; 5 orang disebelah
kanan dan 5 orang disebelah Kiri, sehingga baru disebut dengan
satu level. Kemudian disambung dengan level-level berikutnya
hingga sampai pada titik level tertentu ke bawah yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Masing-masing level tersebut
kemudian mendapatkan bonus (komisi) sesuai dengan ketentuan
yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dari paparan yang dikemukakan di atas, dengan jelas
menunjukkan, bahwa Multi Level Marketing sebagai bisnis
pemasaran tersebut adalah bisnis yang dibangun berdasarkan
formasi jaringan tertentu. Namun, formasi seperti ini tidak akan

hidup dan berjalan, jika tidak ada keuntungan yang berupa bonus.

'Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, Bisnis dan Muamalah
Kontemporer, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2015), h. 113-114



Bentuknya bias berupa potongan harga, bonus pembelian langsung,
bonus jaringan atau istilah lainnya komisi kepemimpinan.?

Karena itu, posisi member dalam jaringan MLM ini, tidak
lepas dari dua posisi yaitu pembeli langsung dan makelar. Disebut
pembeli langsung manakala sebagai member, dia melakukan
transaksi pembelian secara langsung, baik kepada perusahaan
maupun melalui distributor atau pusat stock. Disebut makelar,
karena dia telah menjadi perantara melalui perekrutan yang telah
dia lakukan bagi orang lain untuk menjadi member dan membeli
produk perusahaan tersebut. Inilah praktek yang terjadi dalam
bisnis MLM.?

Dari fakta-fakta umum yang telah dikemukakan diatas,
bisa disimpulkan bahwa praktek Multi Level Marketing tersebut
tidak bisa dilepaskan dari dua hukum, bisa salah satunya, atau
kedua-duanya sekaligus:

1. Hukum dua akad dalam satu transaksi, atau yang dikenal

dengan istilah shafqatayn fi shafgah, atau bay ‘atayn fi bay 'ah.

’Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, Bisnis dan Muamalah, ...
...,h. 115

*Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, Bisnis dan Muamalah, ...
..., h. 116



Akad pertama adalah akad jual-beli (bay’), sedangkan akad
kedua adalah akad samsarah (pemakelaran).

2. Hukum pemakelaran atas pemakelaran, atau samsarah ‘alaa
samsarah, atau Up Line atau TCO (Tracking Centre Owner)
adalah simsar (makelar), baik bagi pemilik (maalik) langsung
atau tidak yang kemudian memakelari Down Line di bawahnya
lagi.*

Semakin maraknya Penjualan Langsung Berjenjang atau

Multi Level Marketing (MLM) maka munculah kontroversial pada

bisnis ini. Banyak yang salah mempergunakan bisnis tersebut,

sehingga kata “MLM” sering dianggap sebagai penipuan
dikalangan masyarakat, dan dimana pada akhir-akhir ini banyak
sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah maka
munculah Multi Level Marketing (MLM) Syariah. Karena
masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam maka
produk-produk yang berbasis syariah dapat menjadi salah satu

bisnis yang menguntungkan.

*Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, Bisnis dan Muamalah, ...
..., h. 117



Multi Level Marketing Syariah dalam menjalankan
strategi pemasaran tidak hanya berorientasi pada sistem
pendistribusian produk, barang atau jasa. Sebagai bisnis MLM,
MLM Syariah bersikap professional karena tanpa profesionalisme
yang tinggi hasil yang diperoleh tidak akan maksimal.® MLM
Syariah menitikberatkan pada nilai-nilai Islam yang luhur seperti
menjunjung tinggi nilai akhlakul karimah, memenuhi rukun jual-
beli dan melandaskan pada konsep ikhlas berbisnis dan bekerja.®

Oleh sebab itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia memberikan pedoman dengan cara mengeluarkan Fatwa
yang terkait Penjualan Langsung Berjenjang atau Multi Level
Marketing (MLM) tersebut. Fatwa tersebut dikeluarkan karena
beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan
menggunakan jejaring pemasaran (network marketing) atau
pola penjualan berjenjang termasuk di dalamnya Multi

LevelMarketing (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat;

>Cecep Castrawijaya, Etika Bisnis MLM Syariah, (Tangerang Selatan:
Sedaun, 2013), h. 89.
®Cecep Castrawijaya, Etika Bisnis MLM Syariah, ... ..., h. 91.



2. Bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti
tersebut pada butir (1) telah berkembang sedemikian rupa
dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat
dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah;

3. Bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti
tersebut pada butir (1) dapat berpotensi merugikan masyarakat
dan mengandung hal-hal yang diharamkan;

4. Bahwa agar mendapatkan pedoman syariah yang jelas
mengenai praktik penjualan langsung berjenjang syariah
(PLBS), DSN-MUI perlu menetapkan Fatwa tentang Pedoman
PLBS.

Setelah beberapa pertimbangan dilakukan, dalam fatwa
tersebut menjelaskan bahwa penjualan langsung berjenjang syariah
harus adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa
barang atau produk jasa dan tidak melakukan kegiatan money
game.’

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia adalah Fatwa DSN NO. 75/DSN-

"Fatwa DSN MUI, https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/ , diunduh pada
tanggal 16 Januari 2017, pukul 14.00 WIB.


https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/

MUI/V11/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN
LANSUNG BERJENJANG SYARIAH.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas,
maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengangkat permasalahan mengenai “PERSPEKTIF USHUL
FIQH TERHADAP FATWA DSN NO. 75/DSN-MUI/V11/2009
TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANSUNG

BERJENJANG SYARIAH.”

Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Penjualan Langsung Berjenjang Syariah
yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/V11/2009?

2. Bagaimana pendekatan hukum Fatwa MUI Nomor 75/DSN-

MUI/V11/2009 dalam perspektif Ushul Figh?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat

beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di antaranya



1. Untuk mengetahui bentuk Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 75/DSN-
MUI/V11/2009.

2. Untuk mengetahui pendekatan hukum Fatwa MUI Nomor

75/DSN-MUI/V11/2009 dalam perspektif Ushul Figh.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian dengan judul “Perspektif Ushul Figh Fatwa
DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan
Langsung Berjenjang Syariah” merupakan bentuk dari
keingintahuan penulis mengenai Pedoman dari sistem bisnis
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.
1. Secara Teoritis
a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi
pengembangan ilmu hukum islam dalam bidang yang
berkaitan dengan muamalah khususnya di bidang penjualan
langsung berjenjang syariah.
b. Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan

datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi



mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan
zaman.
2. Secara Praktis

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b. Memberikan rujukan dalam pedoman-pedoman yang harus
dilakukan dalam bidang penjualan langsung berjenjang

syariah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun
pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang
berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau
pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti
sebelumnya. Terkait dengan penenlitian ini, sebelumnya telah ada
peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai Penjualan

Langsung Berjenjang Syariah yaitu:
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No | Nama Peneliti Judul Kesimpulan
1 | Ida Handayani, | “Sistem Penjualan | Dalam  penelitian ini,
NIM: Langsung bahwa Sistem Penjualan
11100043100024 | Berjenjang Langsung Berjenjang
Syariah (Studi | Syariah dalam Fatwa No.
Kom-paratif 83/DSN/MUI/  V1/2012
Fatwa No. | Dengan Fatwa Syaikh
83/DSN/ Sholih  Al-Munajjid No.
MUI/V1/2012 170 594 Dalam Kitab
Dengan Fatwa | Fatwa Al-Islam As-Sual

Syaikh Sholih Al-
Munajjid No. 170
594 Dalam Kitab
Fatwa  Al-Islam
As-Sual Wa Al-
Jawab),  Skripsi
Jurusan
Perbandingan

Madzhab dan

Wa  Al-Jawab, vyaitu
Sistem Penjualan
Langsung Berjenjang
Syariah  (PLBS) atau
Multi  Level Marketing
(MLM) berbasiskan
syariah  vyaitu  sistem

penjualan barang atau jasa

tertentu melalui jaringan
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Hukum Fakultas
Syariah dan
Hukum

Universitas Islam
Negeri Syarif
Hidayatullah

Jakarta.

pemasaran yang
dikembangkan oleh
anggota (mitra usaha)
yang bekerja atas dasar
imbalan (komisi dan/atau
bonus) berdasarkan hasil
penjualan kepada
konsumen di luar lokasi
eceran tetap, yang
mendasarkan sistem
operasionalnya pada
prinsip-prinsip syariah
dengan  menghilangkan
aspek  syubhat  yang
berlandaskan kepada
tauhid, akhlak dan hukum
muamalat.

Sistem penjualan langsung
berjenjang syariah (PLBS)

dapat dikategorikan
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kedalam dua bentuk akad.
Pertama, menurut isi
fatwa Dewan Syariah
Nasional, yaitu akad jual
beli (termasuk kedalam
salah satu akad tijarah).
Dalam hal jual beli ini,
sistem penjualan langsung
berjenjang syariah dengan
syarat adanya registrasi
pembayaran tanda
keanggotaan dianggap sah
karena ini adalah akad jual
beli sehingga anggota
harus melakukan
pembelian terhadap objek
akad. Kedua, pendapat
yang dikemukakan oleh
Syaikh Shalih al-

Munajjid, vyaitu akad
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wakalah, sehingga semua
jenis pembayaran maupun
pembelian produk sebagai
syarat keanggotaan itu
dilarang, karena dalam
prakteknya dapat
dikatakan sebagai praktek
perwakilan atas

perwakilan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam praktek hukum Islam terdapat beberapa teori yang
telah ada di Indonesia hingga dewasa ini. Salah satu teorinya
adalah Teori Kredo. Teori Kredo atau Teori Syahadat di sini ialah
teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka
yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai
konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori Kredo ini sama
dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R.Gibb (The
Modern Trends in Islam, The University of Chicago Press,

Chicago lllionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang
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telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima
otoritas hukum Islam atas dirinya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan
oleh Imam Madzhab, seperti al-Syafi’i dan Abu Hanifah ketika
mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum
internasional Islam (Figh Siyasah Dauliyyah) dan hukum pidana
Islam (Figh Jinayah). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa seseorang yang sudah memeluk agama Islam sebagai
pilihan hidupnya maka, harus mematuhi segala aturan dalam
hukum Islam. Dalam semua bidang harus dipatuhi sesuai dengan
hukum Islam yang sudah ada.®

Figih Muamalah (hukum perdata Islam) merupakan salah
satu dari himpunan hukum Islam. Figih Muamalah, mengatur
hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut tentang
benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama lainnya.’
Berarti dalam bidang perekonomian juga termasuk ke dalam Figh

Muamalah, karena perekonomian tidak lepas dari adanya hubungan

8 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press

dan Fakultas Syariah IAILM-Suralaya, 2009), h. 133

*Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2011),

h. 9.
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manusia dengan manusia dalam hal perdagangan misalnya, dalam
hal pemasaran produk.

Penjualan langsung berjenjang atau yang disebut juga
Multi Level Marketing adalah merupakan salah satu strategi atau
cara pemasaran dalam bisnis era modern dengan melalui jaringan
distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan
pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran, oleh
karena ituMulti Level Marketing adalah suatu konsep penyaluran
barang (produk dan jasa) yang memberi kesempatan kepada para
konsumen untuk terlibat sebagai penjual dan memperoleh
keuntungan di dalam garis kemitraannya.

Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya
dengan sistem pemasaran lain, di antara ciri-ciri khusus tersebut
adalah terdapatnya banyak jenjang atau level, melakukan
perekrutan anggota baru, penjualan produk, terdapat sistem
pelatihan serta adanya komisi atau bonus untuk tiap jenjangnya.
Dalam sistem ini calon distributor semacam membeli hak untuk
merekrut anggota baru, dan mendapat kompensasi dari hasil
penjualan mereka sendiri maupun dari hasil penjualan anggota

yang direkrut (down line) di dalam organisasi jaringannya.
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Begitu pula MLM Syariah adalah merupakan sebuah
usaha Multi Level Marketing yang mendasarkan sistem
operasionalnya pada prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian
sistem bisnis MLM konvensional yang berkembang pesat saat ini
dicuci, dimodifikasi dan disesuaikan dengan syariah. Aspek-aspek
haram dan subhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai
ekonomi Islam yang berlandaskan tauhid, akhlak dan hukum
muamalah.

Tidak mengherankan jika visi dan misi MLM
Konvensional akan berbeda total dengan MLM Syariah. Visi MLM
Syariahtentu saja tidak hanya berfokus pada keuntungan materi
semata, tetapi keuntungan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang
terlibat di dalamnya. Pelaku MLM Syariah juga berbeda dalam hal
motivasi, niat, orientasi produk, sistem pengolahan, pengawasan
dan sebagainya.

Dalam MLM Syariah, misalnya ada yang disebut Dewan
Pengawas Syariah, sebuah lembaga yang memungkinkan untuk
mengawasi pengelolaan suatu usaha Syariah, sebuah lembaga yang
memungkinkan untuk mengawasi pengelolaan suatu usaha Syariah.

Lembaga ini secara tidak langsung berfungsi sebagai internal audit
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and surveilancesystem untuk menyaring bila ada hal-hal yang tidak
sesuai dengan aturan agama Islam pada suatu usaha Syariah.*

Dalam Fatwa DSN : No. 75/DSN MUI/VI1/2009,
menjelaskan Firman Allah SWT:

@ s

O V) el eemiy (STl Bleab ¥ 00 2ol @
PG OF AT O] (Sl ks Ny 280 e85 TS
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kaliansaling
memakan harta sesamamu denganjalan yang bati (tidak
benar), kecuali dalam perdagangan yangberlaku atas dasar
suka sama suka di antara kamu... ” QS: An-Nisa (4): 29.1

Jadi sudah terlihat jelas bahwa MLM Konvensional dan
MLM Syariah sangatlah berbeda. MLM Konvensional hanya
mengikuti peraturan yang telah ditetapkan masing-masing

perusahaan sedangkan MLM Syariah harus sesuai dengan hukum-

hukum Islam yang sudah diatur dalam hal perniagaan.

'%Cecep Castrawijaya, Etika Bisnis MLM Syariah, ... ..., h. 7.
"'Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya, (Bogor: Lembaga
Percetakan Al-Qur’an Kemenag RI, 2014), h. 83
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G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum
normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu metode atau
cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan
teknik pengumpulan data lewat Penelitian Kepustakaan
(Library Research) dengan teknik ini penulis mengumpulkan
data dengan cara menela’ah buku-buku yang ada kaitannya
dengan materi pembahasan, sebagai landasan yang
dipergunakan untuk bahan perbandingan dari realita yang ada.
Pengolahan Data

Untuk mengolah data penulis mengumpulkan metode
analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan data

yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan
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judul skripsi penulis, baik buku primer maupun sekunder untuk
kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.
4. Tehnik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

a. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam
Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2016.

b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur’an penulis berpedoman
kepada Al-Qur’an dan terjemahannya yang disusun oleh
proyek pengadaan kitab suci Al-Qur’an Kementrian Agama
RI tahun 2014.

c. Dalam penulisan hadis, penulis berpedoman pada kitab asli,
tetapi apabila tidak ditemukan penulis mengambil dari buku

yang dijadikan referensi.

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan
pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk
menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti

menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:
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Bab 1, berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum
tentang pola dasar penelitian dalam sebuah skripsi. Bab ini
mencakup bebrapa sub bab, yaitu latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemkiran, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2, berisi tentang Pengertian Fatwa DSN, Tujuan dan
Fungsi Fatwa DSN dan Sumber-sumber Hukum Fatwa DSN.

Bab 3, berisi tentang Pengertian Penjualan Langsung
Berjenjang Syariah, Sejarah Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah dan Dasar Hukum dan Pedoman Penjualan Langsung
Berjenjang Syariah.

Bab 4, berisi tentang Pandangan Fatwa DSN terhadap
Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, Latar Belakang
dan Fatwa MUI tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah dan Dasar Hukum Fatwa DSN Nomor. 75/DSN-
MUI/V11/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah.

Bab 5, berisi tentang kesimpulan dan saran.
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BAB |1

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu al-
farwa, dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti petuah, nasihat,

jawaban pertanyaan hukum pendapat dalam bidang hukum atau

legal opinion. Fatwa secara literatur berasal dari kata al-fata (Cgﬂ\)

yang berarti pemuda, baru, penjelasan, penerangan.

Pada Ensiklopedia Islam, fatwa diartikan sebagai
pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan
tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh
peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu usul
fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid
atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam
suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara’ adalah

menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai
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jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif
yang identitasnya jelas maupun tidak."

Adapun proses pembuatan fatwa (ifta) itu sendiri haruslah
menggunakan metode-metode penctapan hukum. Ma’ruf Amin
menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode bayani
(analisa kebahasaan), metode fa’lili, dan metode istishlahi.
Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh mufti, mustafi dapat
menerima dan mematuhinya sepanjang fatwa tersebut didasarkan
pada ketentuan yang benar.

Membandingkan antara proses pembuatan fatwa dan
ijtihad, para ulama sepakat bahwa al ifta (memberi fatwa) sama
dengan ijtihad. Dalam proses pembuatan fatwa, mufti melakukan
ijtihad, dengan usaha sungguh-sungguh untuk membuat suatu
hukum dengan menggunakan akalnya yang berpedoman pada Al-
Qur’an dan Hadits, untuk menghasilkan fatwa. Oleh karena itu,
fatwa individu sama dengan ijtihad perorangan dan fatwa

kelompok dengan ijtihad kolektif.

"2 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Ttp: Badan Litbang dan Diklat Kementrian
Agama RI, 2010), h. 63-65



23

Tetapi walaupun fatwa dan ijtihad dalam proses
pembuatannya sama, sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa,
fatwa menurut ulama Ushul adalah pendapat yang dikemukakan
seorang mujtahid atau fagih sebagai jawaban bagi mustafi atas
suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dan fatwa tersebut tidak
mesti diikuti oleh mustafi, karena fatwa tidak mempunyai daya
ikat."® Dalam artian berarti fatwa dapat dikeluarkan jika ada yang
mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa. Sedangkan ijtihad
mempunyai daya ikat berdasarkan pendapat ulama pada zaman
Nabi bahwa Nabi pernah, dapat dan boleh berijtihad, bagaimana
kekuatan hasil ijithadnya dalam penetapan hukum. Segala yang
berasal dari Nabi berupa perkataan, perbuatan dan takrir Nabi
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diikuti
umatnya.’* Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya,
seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan
merumuskan hukum syara’ dalam hal-hal yang syara’ sendiri tidak

menetapkannya secara jelas dan pasti.*> Berarti dalam melakukan

* Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa, (Serang: SAUDARA
Serang, 2000), h. 6.

 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 248-249.

5 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, ..., ..., h. 241
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ijtihad tidak perlu menunggu mustafi, ijtihad dilakukan jika
terdapat permasalahan yang belum ada hukumnya.
Dari penjelasan fatwa, terdapat unsur-unsur dalam proses

pemberian fatwa, yaitu:

1. Al-Ifta atau Al-Futya, yaitu kegiatan menerangkan hukum
syara’ (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

2. Mustafi, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan
pertanyaan atau meminta fatwa.

3. Mufti, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan
tersebut atau orang yang memberikan fatwa.

4. Mustafi Fih, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian
yang ditanyakan status hukumnya.

5. Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus

atau kejadian yang dinyatakan.*®

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui hakikat
dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut:
1. la adalah usaha memberikan penjelasan.
2. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’

yang diperoleh melalui hasil ijtihad.

18 yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, ... ..., h. 66-67.
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3. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam
bidang yang dijelaskannya itu.
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang

belum mengetahui hukumnya.'’

B. Fungsi dan Tugas Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fungsi fatwa adalah memberikan jawaban atas pertanyaan
yang berkaitan dengan hukum. Dalam ilmu Ushul al-Figh, berarti
pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fagih sebagai
jawaban yang diajukan peminta fatwa atas suatu kasus yang
sifatnya tidak mengikat.'®
Pada tahun 2000, lampiran Il dari SK MUI No. Kep-
754/MUI/11/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional
melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. Tugas dari
DSN adalah sebagai berikut.
a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada

khususnya.

7 Mardani, Ushul Figh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.
374-375.
18 Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa, .. ..., h. 82.
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b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.*

C. Sumber-sumber Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional
Sebelum membahas sumber-sumber hukum Fatwa Dewan
Syariah Nasional, adakalanya membahas dasar dari hukum fatwa
itu sendiri.
1. Sumber Hukum Fatwa
Sumber berarti tempat keluar atau asal. Sumber
hukum berarti segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen,
naskah dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa
sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu.
Sudikno Mertokusumo mengartikan sumber hukum adalah
tempat Kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.
Dalam Islam, sumber hukum utama yang digunakan
adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (Hadits), yang
kemudian dilanjutkan dengan ijtihad sebagai sumber hukum

berikutnya. Dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 menentukan

19 yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, ... ..., h. 146.
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bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah

Rasulullah, [yjma’ dan Qiyas.zo

s - =

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah AIIah dan
taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (Pemegang
Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” QS: An-Nisa (4): 59.%
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah sumber pokok dalam syariat
Islam. Di dalamnya tertuang kalimat-kalimat Allah SWT
yang menerapkan kepada manusia berbagai bidang
kehidupan dunia dan akhirat; ajaran akhlak yang baik dan
memberitahukan akhlak buruk yang harus dihindari;
kehidupan manusia secara individu, berpasang-pasangan,

keluarga, masyarakat, maupun bernegara; tentang manusia

dan segala ciptaanNya di langit dan di bumi; tentang nyata

2 yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, ... ..., h. 84-85.
*! Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya, (Bogor: Lembaga
Percetakan Al-Qur’an Kemenag RI, 2014), h.87



dan ghaib; dan sebagainya. Ayat-ayat Allah SWT dalam
Al-Qur’an tidak diragukan kesempurnaannya bagi mereka
yang mengimaninya.”> Seperti halnya tercantum dalam

Firman Allah SWT:

PR
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“Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya,

gyglsitu) dari Tuhan seluruh alam.” QS: As-Sajadah (32):

Ayat-ayat dalam Al-Qur’an ada yang bersifat
qath’i adapula yang bersifat zhanni. Dalam memahami Al-

Qur’an terdapat empat prinsip dasar, yaitu:

1) Al-Qur’an merupakan keseluruhan syari’at dan
sendirinya yang fundamental. Setiap orang yang ingin
mencapai hakikat agama dan dasar-dasar syari’at,
haruslah menempatkan Al-Qur’an sebagai pusat tempat
berputarnya semua dalil yang lain dan Sunnah sebagai
pembantu dalam memahaminya.

2) Sebagian besar ayat-ayat hukum turun karena ada

sebab yang menghendaki penjelasannya, sehingga

perlu memahami asbabun nuzulnya.

22yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, ... ..., h. 87.
* Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani, ... ..., h. 410
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3) Setiap berita kejadian masa lalu yang diungkapkan Al-
Qur’an, jika terjadi penolakannya baik sebelum atau
sesudahnya, maka penolakkan tersebut menunjukan
secara pasti bahwa isi berita itu sudah dibatalkan.

4) Kebanyakan hukum-hukum yang diberitahukan oleh
Al-Qur’an bersifat kully (pokok yang berdaya cukup
luas) tidak rinci (disebutkan setiap peristiwa, objektif),
sehingga diperlukan penjelasan dari sunnah Rasulullah.

As-sunnah atau Hadits

As-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan
pengakuan atau persetujuan Rasulullah SAW yang
berposisi sebagai petunjuk dan tasyri’. Berdasarkan
periwayatannya, hadits terbagi menjadi tiga, yaitu Hadits
mutawatir, Hadits masyhur, dan Hadits ahad. Hadits
mutawatir adalah hadits yang dengan sendirinya
mempunyai efek ilmiah dan kekuatan yang menentukan
disebabkan karena junlah banyak perawinya sehingga tidak
mengandung kemungkinan adanya kepalsuan ataupun
kedustaan. Kekuatan hukum atas Hadits ini adalah gath’i.

Hadits masyhur adalah Hadits yang asalnya pada zaman
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sahabat diriwayatkan oleh satu dua orang sahabat
Rasulullah tapi kemudian tersebar luas kepada umum.
Kekuatan hukum dari Hadits masyhur adalah zhanni.
Hadits ahad adalah diriwayatkan oleh sejumlah orang
(dalam generasi sahabat, tabi’in dan tabi’ittabi’in) yang
tidak mencapai tawatur.

Tingkat kekuatan hukum dari jenis Hadits ini
adalah zhanni apabila berstatus shahih. Kehujjahan As-
Sunnah sebagai sumber hukum?!, selain yang telah
disebutkan sebelumnya yaitu Q.S An-Nisa ayat 59 dan Q.S

Al-Hasyr ayat 7.

2 Sl Gy 25 305 23T
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”QS: An-Nisa
(4): 59.

4 yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, ... ..., h. 88-90.
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“Apa saja harta rampasan O‘al-l) yang diberikan Allah
kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari
penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul,
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu
jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara
kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka
terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka
tinggalkanlah. dan  bertakwalah  kepada  Allah.
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”QS: Al-

Hasyr (59): 7.2
Dan juga terdapat Hadits yang menjelaskan sebagai

sumber hukum Islam, Hadits Mu’adz bin Jabal ketika

diutus Rasulullah SAW untuk menjadi gadhi di Yaman:
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“Dari Mu’adz bin Jabal ra bahwa Nabi SAW ketika
mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya: “Bagaimana

> Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani, ... ..., h. 546
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kamu jika dihadapkan permasalahan hukum?” la berkata:
“Saya berhukum dengan kitab Allah”. Nabi berkata: “Jika
tidak terdapat dalam kitab Allah?”. la berkata: “Saya
berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW...” HR. Abu
Dawud dan Tirmidzi.?°
ljtihad

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa sumber
hukum Islam setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah
‘ifma dan qgiyas. Adapula yang berpendapat bahwa sumber
hukum islam setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah
ra’y (akal). Selain Hadits Muadz bin Jabal yang terkenal
mengenai dalil sumber hukum Islam, Rasulullah juga
mengakui Ali bin Abi Thalib dalam pentasyri’an ijtihad ke
Ali diutus ke Yaman. “Ya Allah tunjukanlah hati Ali dan
tetapkanlah ucapannya.” Nabi SAW berwasiat kepada Ali
agar tidak memberikan hukum di antara dua pihak yang
berperkara sampai mendengar ucapan (keterangan) dari
kedua pihak. Rasulullah SAW berkata kepada Ali,
“sesungguhnya apabila kamu berijtthad kamu akan

mendapatkan dua pahala jika benar, dan jika salah kamu

akan mendapatkan satu pahala saja”. Pada masa khulafaur

?® Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Elsas Jakarta,

2008), h. 56-57.
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rasyidin, dalil-dalil tasyri’ disempurnakan menjadi empat ,
yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Qiyas atau Ijtihad, dan Ijma’
yang semuanya disandarkan pada nash atau dalil dari Al-
Qur’an, Sunnah atau Qiyas. Pada masa khulafaur rasyidin
itu, apabila ada masalah yang tidak ditemukan jawabannya
dalam nash atau redaksi Al-Qur’an atau Sunnah, khulafaur
rasyidin bermusyawarah. Hasil yang sudah disepakati
terhadap masalah tersebut akan diberikan satu putusan.

Inilah bentuk atau contoh atau penggambaran Ijma’.

Dalam menetapkan hukum yang dilakukan dengan
berijtihad, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

1) Mengetahui penetapan dalil-dalil dan syarat-syaratnya
yang dengan syarat ini dalil tersebut dapat menjadi
bukti-bukti. Dalil-dalil ini menjadi kesimpulan dalam
pengetahuan mengenai Klasifikasinya yang kemudian
diketahui bahwa dalil itu ada tiga (macam), yaitu: dalil
‘aqliyah yang menunjukkan pada substansinya, dalil
syar’iyah yang menjadi dalil dengan penetapan syara’

dan dalil wadh ’iyah yaitu ungkapan kebahasaan.



34

2)

3)

4)

Mengetahui bahasa dan tata bahasanya pada aspek
yang memungkinkan seorang mujtahid memahami
khitab (ungkapan) orang Arab dan kebiasaaan mereka
menggunakan bahasa Arab sampai pada ketentuan
yang memungkinkannya membedakan antara kalam
yang menjelaskan maksudnya (sharih), jelas lafalnya
(zhahir), global (mujmal) , harfiyah (hakikat) dan
metafora (majaz), umum dan dibatasi (muthlaq dan
mugayyad), tekstual (nash) dan makna yang
dikandungnya, kekeliruan dalam memposisikan kata
dalam sebuah kalimat (lahn) dan pemahaman yang
ditimbulkannya.

Mengetahui nasikh dan mansukh dalam Al-Qur’an dan
al-Sunnah, dan hal itu terdapat pada ayat-ayat dan
hadits-hadits khusus. Bagi seorang mujtahid jika ingin
berfatwa dengan ayat atau hadits mengenai suatu
perkara, cukup mengetahui bahwa ayat dan hadits itu
adalah muhkam.

Mengetahui riwayat dan dapat membedakan kesahihan

al-Sunnah  dan  kefasidan, = kemagbulan  dan
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kemardudannya, karena riwayat yang tidak dikutip
oleh orang yang adil dari orang yang adil tidaklah bisa

menjadi hujjah.”’

Dasar Hukum Fatwa
Keberadaan fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu
yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW
yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa
itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua
bentuk yaitu (1) jawaban yang langsung diberikan oleh Allah
SWT melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur’an,
dan (2) jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri
yang tercantum dalam Hadits. Pertanyaan-pertanyaan beserta
jawaban ini dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-
hadits Rasulullah SAW.
a. Al-Qur’an
Pada  beberapa ayat Al-Qur’an  yang
menggunakan terminologi ‘fatwa’ terlihat bahwa hal

tersebut adalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan

7 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, ... ..., h. 90-91.
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atas suatu kejadian. Hal tersebut dapat dilihat pada ayat-

ayat Al-Qur’an dengan berbagai bentuk derivasi dari kata

fatwa antara lain afta (:s*!) seperti pada Q.S Yusuf (12)

ayat 43, yuftikum (VS@) dan yastaftina (L sées) seperti

pada Q.S An-Nisa (4) ayat 127, dan fastaftihim (eg-ev'5)

seperti pada Q.S Ash-Shaffat (37) ayat 11. Penggunaan

terminologi ini dapat dilihat pada ayat-ayat berikut ini.

1) Q.S Yusuf (12) ayat 43

A8
& //o/

/;JU ;ﬁffu\ Ly wm gy
“Ra]a Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari
kaumnya): “Sesungguhnya Aku bermimpi melihat
tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan
oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan
tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir
lainnya yang kering.” Hai orang-orang yang
terkemuka: “Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir
mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi. 28

%% Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani, ... ..., h. 240
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2) Q.S An-Nisa (4) ayat 127
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“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para

wanita.  Katakanlah:  “Allah  memberi  fatwa
kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan
kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan)
tentang para wanita yatim yang kamu tidak
memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan
untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka
dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah.
Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus
anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja
yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah
adalah Maha mengetahuinya. 29

3) Q.S Ash-Shaffat (37) ayat 11
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“Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik
Mekah):  “Apakah mereka yang lebih  kukuh
kejadiannya ataukah apa yang Telah kami ciptakan

%% Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani, ... ..., h. 98
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itu?” Sesungguhnya kami Telah menciptakan mereka
dari tanah liat.”*°

b. Hadits

Terminologi fatwa yang terdapat dalam Al-
Qur’an, juga terdapat dalam Hadits-hadits Rasulullah
SAW vyang digunakan sebagai jawaban Rasulullah SAW
atas berbagai kejadian, kasus atau permasalahan yang
terjadi ketika itu. Salah satu contoh Hadits tersebut adalah

berikut ini.
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“Dari Ibnu ‘Abbas r.a bahwa Sa’ad bin ‘Ubadah r.a
minta fatwa kepada Nabi SAW, yaitu dia mengatakan
sebagai berikut: Sesungguhnya ibuku meninggal dunia
padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum
ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab:
“Tunaikanlah nadzar itu atas nama ibumu”.” (H.R Abu
Daud dan Nasa’i).31

D. Metode Penetapan Fatwa
Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat

penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus

% Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani, ... ..., h. 446
31 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, ... ..., h. 71-74.
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mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa
mempergunakan ~ metodologi,  keputusan  hukum  yang
dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh
karenanya, implementasi metode (manhaj) dalam setiap proses
penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Salah satu contoh metode penetapan fatwa (al-manhaj fi

itsbat al fatwa) adalah sebagaimana yang dikembangkan di
lingkungan Komisi Fatwa MUI.
Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses
penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, vyaitu
Pendekatan Nash Qath’i, Pendekatan Qauli, dan Pendekatan
Manhaji.

Pendekatan Nash Qath’i dilakukan dengan berpegang
kepada nash Al-Qur’an atau Hadits untuk sesuatu masalah apabila
masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur’an ataupun
Hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash
Al-Qur’an maupun Hadits maka penjawaban dilakukan dengan
Pendekatan Qauli dan Manhaji.

Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses

penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para
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Imam Madzhab dalam kitab-kitab figh terkemuka (al-kutub al-
mu tabarah).

Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat
dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab figh terkemuka (al-kutub
al-mu tabarah) dan hanya terdapat satu pendapat (gaul), kecuali
jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk
dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta’assur atau
ta’adzur al-‘amal atau shu'ubah al-‘amal), atau karena illat-nya
berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (i’adatun
nazhar). Melakukan telaah ulang merupakan kebiasaan para ulama
terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap teks-teks
hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi untuk
dipegangi.

Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh nash gath’i
dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-
kitab figh terkemuka (al-kutub al-mu tabarah), maka proses
penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan mahaji.

Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses

penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-
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gawaidh al-ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh

Imam madzhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.
Pendekatan Manhaji dilakukan melalui ijtihad secara

kolektif (ijtihad jama’i), dengan menggunakan metode : Al-Jam 'u

wat Taufiqg, Tarjihi, Ilhagi, dan Istinbathi.**

Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang
Pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/11/1999 pada poin E tentang
Mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan
sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2
tahun 2000, yaitu:
1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang
diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak
satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan

syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap

32 Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem, ... ..., h. 267-269.
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ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh

Dewan Syariah Nasional.*

F. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas
jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuang
syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN
melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua
anggota DSN, BI, atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan
pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun

lainnya. Alur penetapan fatwa DSN sebagai berikut :

% M. Ichwan Sam, dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan
Syariah Nasional), (Ttp: Erlangga, 2014), h. 6.
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USULAN atau PERTANYAAN
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\4

DPS atau DSN
Menerima usulan atau pertanyaan

'

KETUA BPH DSN
Menerima usulan atau pertanyaan
Dari sekretaris

A\ 4

KETUA BPH DSN, ANGGOTA
DSN dan STAF AHLI B

\4

MOMERANDUM

\4

Rapat Pleno BPH DSN

l

Pengesahan Fatwa DSN
Oleh Ketua BPH DSN

Membahas usulan atau pertanyaan

FATWA DSN

Ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris MUI

Keterangan bagan 1 sebagai berikut :

1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau

pertanyaan hukum mengenai suatu produk atau lembaga

keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa

dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan
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Pengawas Syariah atau langsung ditujukkan pada sekretariat

Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.

. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu

hari kerja setelah meneriam usulan atau pertanyaan harus
menyampaikan permasalahan kepada ketua.

Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota
BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari
kerja harus membuat momerandum khusus yang berisi telaah
dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum
tersebut.

Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya
membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat
pengesahan.

Momerandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat
pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI, fatwa
tersebut ditandatangani oleh Ketua DSN-MUI dan Sekretaris

DSN-MUI.*

** Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa, ... ..., h. 158-160.
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BAB IlI

TINJAUAN TEORITIS PENJUALAN LANGSUNG

BERJENJANG SYARIAH

A. Pengertian Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Penjualan Langsung Berjenjang atau yang sering disebut
juga dengan Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa
inggris, multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat,
sedangkan marketing artinya pemasaran. Jadi multi level marketing
adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut multi level,
karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan
penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat.

MLM ini disebut juga sebagai network marketing. Disebut
demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak,
sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (network) yang
merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan
kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan
pemasaran.

Kadang-kadang ada juga yang menyebut MLM sebagai
bisnis penjualan langsung atau direct selling. Pendapat ini didasari

oleh pelaksanaan penjualan MLM oleh pelaksanaan penjualan
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langsung atau direct selling. Pendapat ini didasari oleh pelaksanaan
penjualan MLM yang memang dilakukan secara langsung oleh
wiraniaga kepada konsumen. Tidak melalui perantara lagi, tidak
melalui toko swalayan, kedai atau warung, tetapi langsung kepada
pembeli. Di Indonesia, saat ini penjualan langsung atau direct
selling, baik yang single level maupun multi level bergabung dalam
suatu asosiasi, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia
(APLI). Organisasi ini merupakan anggota KADIN, bagian dari
World Federtion Direct Selling Association (WFDSA).*

Definisi MLM secara hukum dapat dijumpai dalam Pasal
1 angka 1 Keputusan Menteri Perdagangan RI nomor
73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan
Berjenjang. Dalam keputusan Menperindag tersebut, penjualan
berjenjang (multi level marketing/MLM) diartikan sebagai suatu
cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen
melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan
atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa

tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya

% Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan

Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 193-194
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secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran
keanggotaan yang wajar.*

Sedangkan MLM Syariah adalah sebuah usaha MLM
yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip
syariah. Dengan demikian, system bisnis MLM konvensional yang
berkembang pesat saat ini dicuci, dimodifikasi, dan disesuaikan
dengan syariah. Aspek-aspek haram dan syubhat dihilangkan dan
diganti dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan
tauhid, akhlak, dan hukum muamalah.

Tidak mengherankan jika visi dan mis MLM
konvensional akan berbeda total dengan MLM syariah. Visi MLM
syariah tentu saja tidak hanya fokus pada keuntungan materi
semata, tapi keuntungan dunia dan akhirat orang-orang yang
terlibat didalamnya. Pelaku MLM syariah juga berbeda dalam hal
motivasi dan niat, orientasi, produk, sistem, pengelolaan,
pengawasan dan sebagainya.

Dalam MLM syariah, misalnya ada yang disebut Dewan

Pengawas Syariah, sebuah lembaga yang memungkinkan untuk

*® R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, Multi Level
Marketing, Money Game dan Skema Piramid, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo,
2011), h. 22.
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mengawasi pengelolaan suatu usaha syariah. Lembaga ini secara
tidak langsung berfungsi sebagai internal auditand surveillance
system untuk memfilter bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan

aturan agama Islam pada suatu usaha syariah.*’

B. Sejarah Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Bisnis MLM tak mungkin dipisahkan dari sosok Prof.
Carl Rehnborg, asal Universitas Chicago, Dialah penemu pertama
sistem bisnis ini yang bagi sebagian orang dianggap fenomenal
saat ini. Sistem MLM, dirumuskan olehnya pada tahun 1940-an
dengan produk pertamanya adalah vitamin dan makanan tambahan
Nutrilite, produksi Nutrilite Products Inc, sebuah perusahaan di
Amerika.*®

Keberadaan MLM di Indonesia diawali oleh berdirinya
perusahaan MLM (yang pertama) dengan nama PT Nusantara Sun
Chlorella pada Oktober 1986 di Bandung. Perusahaan ini didirikan
oleh keluarga Wirawan Chondro, Ginawan Chondro, S. Abrian

Natan, dan seorang sahabat mereka dari Malaysia, Yanki Regan.

*” Kuswara, Mengenal MLM Syariah, (Tangerang: Qultum media, 2005), h.
86.

%8 Supriadi Yosuf Boni, Apa Salah MLM?, (Jakarta Timur: Pustaka al-
Kautsar, 2017), h. 114
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Waktu itu mereka mengadopsi system MLM khususnya, untuk
mendistribusikan produk tunggal Sun Chlorella, makanan
kesehatan yang pernah sangat popular di kalangan masyarakat
Indonesia.*®

Tahun 1992, seiring dengan perkembangan usaha dan
semakin banyakanya produk yang dipasarkan, NSCT berganti
nama menjadi PT Centranusa Insancemerlang atau CNI (Creative
Network International).*

MLM Syari’ah di Indonesia, dipelopori Ahad-Net
Internasional. Ahad berarti satu. Maksudnya untuk membangun
ekonomi umat, dibutuhkan persatuan, ukhuwah dan jamaah. Ahad
adalah singkatan dari Al-Quran, hadits, akhirat dan dunia.”
Konsep awal Ahad-Net sudah dirancang mulai tahun 1995 oleh
lima orang yaitu: Ateng Kusnadi, Setyotomo, Abdul Halim Syahid,
Hamdani dan Muhammad Hidayat. Pada tanggal 01 Januari 1996,

launhing MLM Ahad-Net di Jakarta Selatan.*

%% Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya, (Bekasi: Yayasan Bangun
Mandiri Wijaya, 2009), h. 36

% Andrias Harefa, Menapakai Jalan DS-MLM, (Yogyakarta: Gradien
Book, 2007), h. 30

** Abdul Rahman,
http://abdulrahmanblogspotcom.blogspot.co.id/2010/05/mIm-syariah.html. diunduh
pada tanggal 15 Oktober 2017, pukul 13.40 WIB

> Kuswara, Mengenal MLM Syariah, ... ..., h. 228.
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Kemudian selanjutnya perusahaan yang melakukan MLM
syariah yaitu PT Mulia Akhlak Laksana (d/h PT Mutiara Arum
Lestari). Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang distribusi
barang dan jasa melalui jaringan dan keanggotaan yang disebut
WarMAL. Perusahaan didirikan di Jakarta pada tanggal 01
November 1999 dan beroperasi pada tanggal 01 Desember 1999.%®

Sejak itu, seperti sudah diprediksi oleh banyak pihak,
minat atau animo terhadap bisnis MLM bak “jamur yang tumbuh
pada musim hujan”. Pengusaha dan masyarakat berebut terjun ke
bisnis networking seolah sama-sama tidak ingin ketinggalan kereta
api. Maklum lahan MLM subur, mudah menggarapnya dan
keuntungan yang mengalir deras ke dalam kocek sungguh
menggiurkan.

Pengusaha yang ingin berkecimpung dalam bisnis MLM
tidak dibatasi sepanjang yang bersangkutan bias mengantongi
SIUPL (Surat ljin Usaha Penjualan Langsung) dari Departemen
Perdagangan dan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku.

Setiap perusahaan yang mengajukan perizinan usaha

penjualan langsung diselisik secara cermat. Hal tersebut lebih

** Kuswara, Mengenal MLM Syariah, ... ..., h. 238-239.
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dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi

korban sia-sia dari berjenis praktik yang merugikan.**

Perbedaan dari Penjualan Langsung Berjenjang Konvensional
dan Syariah

Dibandingkan Perusahaan biasa yang tidak menggunakan
Penjualan Langsung Berjenjang atau biasa yang disebut MLM
dalam pemasarannya, perusahaan dengan menggunakan MLM
sebagai pemasarannya sangat porspektif dan memiliki potensi
besar untuk berkembang di masa depan. Perusahaan biasa pada
umumnya menggunakan rantai distribusi yang sangat panjang
untuk memasarkan produknya. Mereka juga menegluarkan biaya
iklan yang sangat besar untuk dibayarkan kepada perusahaan
televisi, media cetak, dan media promosi lainnya. Hal ini membuat
mahalnya harga jual produk di tangan konsumen (end-user).
Sebaliknya perusahaan MLM menggunakan rantai distribusi yang
lebih pendek. Biaya iklan yang mereka keluarkan juga tidak
seagresif perusahaan biasa. Hal ini menjelaskan mengapa harga

jual produk perusahaan MLM lebih terjangkau dibandingkan

%4 Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya, ......, h. 36.
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dengan produk dari perusahaan biasa. Berikut ini tabel perbedaan

perusahaan yang menggunakan MLM dengan yang tidak

menggunakan MLM.*

Tabel. 1

Perusahaan Non-MLM

Produk «X”

Pabrik

Agen
Distributor
Toko Wholesale
Toko Retail

Konsumen

Harga Pabrik Rp 10.000

Harga Agen Rp 15.000

Harga Distributor Rp 25.000 (termasuk
biaya iklan)

Harga Wholesale Rp 30.000

Harga Retail Rp 35.000

Harga Konsumen Rp 40.000

* Oktavianus Yudistira Nyotoprabowo, The Biggest Secret to Succes in
MLM Finally Revealed, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 4-5.
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Tabel 2
Produk “Y”
Perusahaan MLM
(Spesifikasi sama dengan Produk
«“x”)
Pabrik Harga Pabrik Rp 10.000
Distributor/Member Harga Distributor Rp 20.000
Konsumen (Termasuk Bonus Member)
Harga Rp 26.000

Setelah mengetahui perbedaan Perusahaan yang menggunakan
MLM dan yang tidak menggunakan MLM. Selanjutnya mengetahui
perbedaan MLM Konvensional dengan MLM Syariah. Secara sepintas
MLM Syariah bisa saja tampak tidak berbeda dengan praktik-praktik
bisnis MLM Konvensional, namun jika diteliti lebih dalam proses
operasionalnya terdapat perbedaan  yang mendasar dan cukup
signifikan antara kedua varian tersebut, yakni:
1. Sebagai perusahaan yang beroperasi secara syariah, niat, konsep
dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada Al-Qur’an
dan Hadits Rasulullah SAW dan untuk itu struktur organisasi

perusahaanpun dilengkapi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)
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dari MUI untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Usaha MLM Syariah pada umumnya memiliki visi dan misi yang
menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional (melalui
penyediaan lapangan kerja, produk-produk kebutuhan sehari-hari
dengan harga terjangkau dan pemberdayaan usaha kecil dan
menengah di tanah air) demi meningkatkan kemakmuran,
kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa.

3. Sistem pemberian insentif disusun dengan memperhatikan prinsip
keadilan dan kesejahteraan. Dirancang semudah mungkin untuk
dipahami serta dipraktikkan. Selain itu, memberikan kesempatan
kepada para distributornya untuk memperoleh pendapatan
seoptimal mungkin sesuai kemampuannya melalui penjualan,
pengembangan jaringan ataupun melalui kedua-duanya.*®

4. Dalam hal marketing plan-nya, MLM Syariah pada umumnya
mengusahakan untuk tidak membawa para distributornya pada
suasana materialisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai-nilai

Islam. Selain itu, Sofwan Jauhari di dalam bukunya yang berjudul

“6 putri Reztu Angreni J, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Multi
Level Marketing (MLM) pada PT. K-Link Indonesia Cabang Makassar” , (Skripsi
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016), h. 52-53
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MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM

Syariah, secara garis besar, ada beberapa poin yang membedakan

antara MLM Syariah dengan MLM Konvensional, yaitu sebagai

berikut;

a.

Secara organisasi, perusahaan MLM Syariah memiliki Dewan
Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis
dalam perusahaan tersebut dan memberikan
pembinaan/pengarahan agar semua kegiatan dalam perusahaan
tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengawasan
ini meliputi: produk yang dijual, promosi, marketing plan dan
kegiatan-kegiatan seremonial yang terdapat dalam perusahaan.
Produk yang dijual adalah produk yang layak/halal digunakan
atau dikonsumsi secara syariat Islam. Untuk produk yang
masuk kategori makanan dan minuman harus mendapatkan
sertifikat halal dengan labelisasi halal. Sertifikasi halal
diberikan oleh MUI kepada perusahaan, namun tidak
dicantumkan dalam kemasan produk, sedangkan labelisasi
halal dicantumkan dalam kemasan produk. Sementara, produk

yang tidak termasuk kategori makanan atau minuman cukup
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dikonsultasikan secara lisan atau tertulis kepada Dewan
Pengawas Syariah.

Sistem pembagian bonus kepada member dan marketing plan
perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan,
utamanya adalah unsur maysir (judi), gharar (penipuan) dan
riba. Untuk memastikan hal ini, yang dilakukan oleh Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah
memanggil manajemen perusahaan untuk mendengarkan
presentasi marketing plan-nya, melakukan kajian terhadap
marketing plan, mengunjungi kantor/perusahaan, melihat
langsung proses produksi ke lokasi pabrik, melakukan inspeksi
dan tanya jawab kepada manajemen, kemudian melakukan
syura/ musyawarah ulama atas semua hal tersebut untuk
diputuskan apakah perusahaan yang mengajukan sertifikasi
syariah sudah memenuhi persyaratan dalam fatwa DSN
75/2009 atau belum. Jika sudah memenuhi dua belas
persyaratan, maka akan diberikan sertifikat syariah oleh
Dewan Syariah Nasional.

MLM Syariah sebagai “The True MLM” memiliki orientasi

bisnis menjual produk berupa barang, bukan pada merekrut
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orang.”’” Perlu diketahui bahwa MLM yang mendapatkan

sertifikasi syariah dari DSN MUI harus memenuhi semua

perizinan yang berlaku di negara Indonesia, antara lain
memiliki Surat lzin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).

Dikutip dari Peraturan Menteri Perdagangan Rl 56 No. 13/M-

DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan

SIUPL, Pasal 13 : “Perusahaan yang telah memiliki STUPL

dilarang melakukan kegiatan:

1) Kegiatan yang menarik dan/atau mendapatkan keuntungan
melalui iuran keanggotaan/pendaftaran sebagai mitra usaha
secara tidak wajar.

2) Kegiatan dengan menerima pendaftaran keanggotaan
sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1
(satu) kali.

3) Kegiatan usaha perdagangan yang terkait dengan
penghimpunan dana masyarakat.”

Perusahaan yang mengutamakan perekrutan anggota baru, lalu

membagikan uang pendaftaran sebagai bonus rekruitmen, apalagi yang

membenarkan satu orang mendaftar lebih dari satu kali maka yang

7 putri Reztu Angreni J, “Tinjauan Hukum Islam, ... ..., H. 54-55
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demikian ini pada umumnya adalah money game atau perjudian yang
bertentangan dengan syariat Islam. Begitu pula dengan perusahaan
MLM yang kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat, bukan
menjual produk maka pada umumnya adalah money game walaupun
dengan kedok menjual produk jasa haji ataupun lainnya.*®

Selain yang telah disebutkan diatas, hal lain dapat dilihat dari

tabel dibawah ini menjelaskan perbedaan MLM Syariah dan MLM

Konvensional.*

Tabel 3

Titik Perbedaan

MLM Syariah

MLM Konvensional

penyelesaian

Muamalah Indonesia
(BAMUI).

Akad dan aspek Berdasarkan hukum | MLM yang legal

legalitas positif, kode etik dan | berdasarkan hukum
prinsip-prinsip positif, kode etik.
syariah.

Lembaga Badan Arbitrase Peradilan Negeri.

Struktur organisasi | Dewan Pengawas Tidak dikenal.
Syariah (DPS).
Prinsip operasional | Dakwah dan bisnis. | Bisnis murni.
*® putri Reztu Angreni J, “Tinjauan Hukum Islam, ... ..., h. 56

* Kuswara, Mengenal MLM Syariah, ... ..., h. 104.
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Keuntungan usaha

Pemberdayaan lewat
ZIS.

Tidak dikenal.

Jenis usaha

Halalan Thoyiban.

Sebagian sudah
mendapat sertifikat
halal MUI.

D. Dasar Hukum dan Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang

Syariah

Dalam literatur Hukum Islam, sistem Penjualan Langsung

Berjenjang Syariah ini dapat dikategorikan pembahasan figh

muamalah dalam kitab Al-Buyu’ mengenai perdagangan atau jual

beli. Oleh karena itu, dasar hukum yang dapat dijadikan panduan

bagi umat Islam terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

ini antara lain adalah konsep jual beli, tolong menolong dan kerja

sama. Dalam Al-Qur’an dasar hukum jual beli di antaranya:

QS. Al-Bagarah (2): 275:

mengharamkan riba...

—

1,50

e

dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan

*® Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya,... ..., h. 47
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QS. Al-Maidah (5): 2:

P
2 3815 1 Lo 185055,

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan... ol

Selain itu, terdapat pula Hadits Rasulullah SAW diantaranya:

Gl e o i&‘ S’y JB 1 Jya ggjix;s\ donln L;iij;
(4ls opl ol ) u,o\j: oF

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda:
sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai.(HR.
Baihagi dan Ibnu Majah)”.

- @

06 L e @ Jo i O o e ) 56 T e
/'"//0}5‘::)’;;.?\;'—} > S“/};’-/&/bj}}jbt-sl;‘c) }/0 /‘S

“Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda :
Orang muslim terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh)
mereka, mengadakan perjanjian / perdamaian adalah
diperbolehkan sesama muslim. HR Hakim.”

Jadi dari penjelasan diatas pada dasarnya sistem MLM
atau Penjaualan Langsung Berjenjang Syariah adalah muamalah
atau buyu’ dan muamalah atau buyu’ prinsip dasarnya boleh

(mubah) selagi tidak ada unsur:

>! Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya,... ..., h. 106
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1. Riba
2. Gharar (penipuan)
3. Dharar (merugikan atau mendhalimi pihak lain)
4. Jahalah (tidak transparan).>

Ciri khas MLM atau Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah terdapat pada jaringannya, sehingga perlu diperhatikan
segala sesuatu menyangkut jaringan tersebut. Transparansi
penentuan biaya untuk menjadi anggota dan alokasinya dapat
dipertanggungjawabkan. Penetapan biaya pendaftaran anggota
yang tinggi tanpa memperoleh kompensasi yang diperoleh anggota
baru sesuai atau yang mendekati biaya tersebut adalah celah di
mana perusahaan MLM mengambil sesuatu tanpa hak.
Transparansi peningkatan anggota pada setiap jenjang atau level
dan kesempatan untuk berhasil pada setiap orang. Peningkatan
posisi bagi setiap orang dalam profesi memang terdapat di setiap
usaha. Sehingga peningkatan level dalam sistem MLM adalah
suatu hal yang dibolehkan selagi dilakukan secara transparan, tidak
menzalimi pihak yang ada dibawah, setingkat maupun diatas. Hak

dan kesempatan yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja

> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan, ... ..., h.
195-196
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anggota. Seorang anggota atau distributor biasanya mendapatkan
untung dari penjualan yang dilakukan dirinya dan dilakukan
downline-nya. Peroleh untung dari penjualan langsung yang
dilakukan dirinya adalah sesuatu yang biasa dalam jual beli,
adapun peroleh prosentase keuntungan diperolehnya disebabkan
usaha downline-nya adalah sesuatu yang dibolehkan sesuai
perjanjian yang diesepakati bersama dan tidak terdapat
kedhaliman.

MLM atau Penjualan Langsung Berjenjang Syariah adalah
sarana untuk menjual produk (barang atau jasa), bukan sarana
untuk mendapatkan uang tanpa ada produk atau produk hanya
kamuflase. Sehingga yang terjadi adalah money game atau arisan
berantai yang sama dengan judi. Produk yang ditawarkan jelas
kehalalannya, karena anggota bukan hanya konsumen barang
tersebut tetapi juga memasarkan kepada yang lainnya. Sehingga
dia harus tau status barang tersebut dan bertanggung jawab kepada
konsumen lainnya.

Satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan
adalah kejujuran seorang anggota atau distributor yang

menawarkan produk. Jangan sampai karena semangat menjual
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barang, lalu harus berbohong sedikit-sedikit atau menutupi cela
produk untuk meyakinkan seseorang yang sedang di prospek.
Apalagi “korbannya” adalah orang yang awam dan kurang
wawasan, akhirnya sering terjadi gharar atau unsur penipuan
halus.”®

Dan juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam kaidah
figh dijelaskan sebagai berikut:

of

ot 5 o 00 05 OF Yy syl il 3 155

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkan ™

42@\ ).u L= AN
“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulltan
(kerja)”
Dalam Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

>* Kuswara, Mengenal MLM Syariah, ... ..., h. 88-89
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. Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang

atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh
perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau

badan usaha lainnya secara berturut-turut.

. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun

tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan

atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum

yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau
produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar

menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan

tidak untuk diperdagangkan.

. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada

mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya

diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait
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langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan

atau produk jasa.

. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh

perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil
melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang

ditetapkan perusahaan.

8. Ighra’ adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang

10.

lalai terhadap kewajibannya demi melakukan halhal atau
transaksi dalam rangka mempereroleh bonus atau komisi yang

dijanjikan.

. Money Game adalah kegiatan penghimpunan dan masyarakat

atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan
bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang
baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan
produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang
dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai
mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang berlebihan

yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.
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11. Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan
baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar
sebelumnya.

12. Mitra usaha/stockist adalah pengecer/retailer yang menjual/
memasarkan produk-produk penjualan langsung.>*

Dan juga dalam Ketentuan Hukum Fatwa Dewan Syariah

Nasional Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Praktik PLBS

wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa
barang atau produk jasa;

2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu
yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu
yang haram;

3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung
unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat;

4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive
mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak

sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;

>* Fatwa DSN MUI, https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/ , diakses pada
tanggal 16 Januari 2017, pukul 14.00 WIB.
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Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik
besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi
kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai
hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi
pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra
usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi
(akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk
jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;

Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang
diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau
penjualan barang dan atau jasa;

Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota
(mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’;

Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian
bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan
acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur
yang bertentangan dengan agidah, syariah dan akhlak mulia,

seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
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11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan
berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
anggota yang direkrutnya tersebut;

12. Tidak melakukan kegiatan money game.”

> Fatwa DSN MUI, https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/ , diakses pada
tanggal 16 Januari 2017, pukul 14.00 WIB.
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BAB IV

PERSPEKTIF USHUL FIQH TERHADAP FATWA DSN
TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG

BERJENJANG SYARIAH

Bentuk Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang diatur
dalam Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/V11/2009.

Penjualan langsung berjenjang atau MLM (Multi Level
Marketing) adalah salah satu sistem pendistribusian produk, barang
dan jasa. Keuntungan perusahaan adalah dari hasil penjualan
produk tersebut. Semakin besar omzet penjualan semakin besar
pula keuntungannya.

Dalam ekonomi modern, ada pembagian tugas. Tugas
produksi dan tugas distribusi. Tidak semua orang harus
memproduksi semua kebutuhannya. Dengan pembagian tugas ada
efisiensi. Tugas memproduksi diberikan kepada yang ahli sehingga
biayanya lebih rendah. Yang lain mengerjakan tugas lain yang
lebih dikuasainya, sesuai dengan bidang atau keahliannya.

Kemudian hasil produksi dipertukakan dalam suatu pasar,
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terjadilah transaksi jual beli.”® Transaksi pertama pada MLM tidak
berbeda dengan jual beli yang terjadi secara konvensial, yaitu:

1. Produk, yaitu apa jenis produknya dan sudah tersedia. Tidak

seperti penjualan inden dan sebagainya. Ada produk, ada uang,
cocok harga, terjadi transaksi.

Harga, yaitu sudah ditetapkan sebelumnya. Tidak ada yang
disembunyikan. Tidak ada paksaan. Kalau ada distributor
memaksakan untuk membeli supaya target tercapai, mungkin

ini dalam rangka pencapaian prestasi.

. Kesepakatan, bahwa “stockist” menjual dan distributor

membeli. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu nota
penjualan. Pada nota itu kedua belah pihak membubuhkan
tanda tangan, seperti melakukan ijab gabul penjualan.
Pembayaran, biasanya tunai. Karena tunai, maka tidak perlu
pencatatan perjanjian kredit, jaminan dan saksi. Ada produk
maka ada uang.

Penjual dan pembeli sah menurut hukum, karena sama-sama
sudah dewasa. Orang dewasa saja yang boleh menjadi anggota

MLM.%’

*® Tarmizi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, (Jakarta: PT.

Elex Media Komputindo. 2002), h. 58-60.
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Menurut pakar marketing ternama Don Failla dalam
“Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam ”, Jurnal
[Imiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 02, membagi marketing menjadi
tiga macam. Pertama, retail (eceran), Kedua, direct selling
(penjualan langsung ke konsumen), Ketiga multi level marketing
(pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun
dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga
pemasaran).

Kemunculan trend strategi pemasaran produk melalui
sistem MLM di dunia bisnis modern sangat menguntungkan
banyak pihak, seperti pengusaha (baik produsen maupun
perusahaan MLM). Hal ini disebabkan karena adanya
penghematan biaya dalam iklan, Bisnis ini juga menguntungkan
para distributor yang berperan sebagai simsar (Mitra Niaga) yang
ingin bebas (tidak terikat) dalam bekerja.

Secara umum, cara kerja dalam bisnis MLM adalah sebagai
berikut :
1. Setiap orang akan mendapat keuntungan dari aktifitas jual beli

yang dilakukannya. Jika dia ingin mendapatkan bonus yang

% Tarmizi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas, ... ..., h. 62-63.



lebih besar, maka dia bisa membangun organisasi yang lebih
besar pula.

2. Mereka yang ada di bawabh, tetapi bisa membangun organisasi
yang lebih besar daripada yang mengajaknya, maka yang
bersangkutan  memiliki  peluang untuk  mendapatkan
keuntungan yang lebih besar daripada orang yang
mengajaknya di atas.

3. Jika pada periode tertentu seorang mitra tidak melakukan
pembelian produk, maka dia tidak akan mendapatkan
keuntungan walau pun jalur dibawahnya menghasilkan omzet
yang tidak terhingga.

4. Setiap orang yang bergabung dengan bisnis MLM dan ingin
mendapatkan bonus yang lebih besar, maka dia harus
berperan sebagai seller atau enduser dengan membeli
sejumlah produk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan
bonus, dan dia juga harus mensponsori orang lain agar
terbentuk organisasi bisnis yang bisa menghasilkan omzet.

Secara global sistem bisnis MLM dilakukan dengan cara
menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai

konsumen dan member (anggota) dari perusahaan yang melakukan
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praktek MLM. Adapun secara terperinci bisnis MLM dilakukan

dengan cara:*®

1. Mula-mula pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen
untuk menjadi member, dengan cara mengharuskan calon
konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga
tertentu.

2. Dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak
pembeli diberi satu formulir keanggotaan (member) dari
perusahaan. Sesudah menjadi member maka tugas berikutnya
adalah mencari member-member baru dengan cara seperti
diatas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi
folmulir keanggotaan.

3. Para member baru juga bertugas mencari calon member-
member baru lagi dengan cara seperti diatas yakni membeli
produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan.

4. Jika member mampu menjaring member-member yang
banyak, maka ia akan mendapat bonus dari perusahaan.

Semakin banyak member yang dapat dijaring, maka semakin

%8 Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, “Bisnis
Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam”, Jurnal IImiah Ekonomi
Islam, Vol. 02, No. 02, (Juli 2016), STIE-AAS Surakarta, h. 109
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banyak pula bonus yang didapatkan karena perusahaan
merasa diuntungkan oleh banyaknya member yang sekaligus
mennjadi konsumen paket produk perusahaan. Dengan adanya
para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paker
produk perusahaan, maka member yang berada pada level
pertama, kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan
bonus secara estafet dari perusahaan, karena perusahaan
merasa diuntungkan dengan adanya member-member baru
tersebut.

Diantara perusahaan MLM, ada yang melakukan kegiatan
menjaring dana masyarakat untuk menanamkan modal
diperusahaan tersebut, dengan janji akan memberikan keuntungan
sebesar hampir 100% dalam setiap bulannya. Ada beberapa
perusahaan MLM lainnya yang mana seseorang bisa menjadi
membernya tidak harus dengan menjual produk perusahaan,
namun cukup dengan mendaftarkan diri dengan membayar uang

pendaftaran, selanjutnya dia bertugas mencari anggota lainnya
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dengan cara yang sama, semakin banyak anggota maka akan
semakin banyak bonus yang diperoleh dari perusahaan tersebut.>®
Pengelompokan lain dalam bisnis MLM dapat dilakukan
berdasarkan:

Pertama: Produk. Artinya pembagian bisnis MLM dilakukan
berdasarkan ada dan tidaknya produk sebagai objek jualan. Terkait

hal ini, bisnis MLM terbagi dua, yaitu:

1. Bisnis MLM berbasiskan produk. Jenis ini banyak dijumpai di
sekitar kita dan sekaligus jadi gambaran pertama yang terbetik
saat mendengar kata MLM.

2. Bisnis MLM non produk. Jenis ini lebih dikenal dengan istilah
Ponzi Schame atau Paramida Ponzi atau Money Game.

Kedua: Susunan Jaringan. Maksudnya pengelompokkan dilakukan

berdasarkan susunan jaringan. Dalam hal ini, bisnis MLM dibagi

menjadi dua juga, yaitu:

1. “MLM matahari” atau MLM murni. Yaitu bisnis MLM yang
tidak membatasi bangunan dan susunan jaringan seperi halnya

matahari.

% Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, “Bisnis
Multi Level”, ... ..., h. 110.
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2. “MLM non matahari”. Bisnis MLM yang membatasi bangunan
dan sistem jaringan. Jumlahnya bermacam-macam, ada yang
hanya dua jaringan, tiga jaringan, empat jaringan dan lainnya.

Ketiga: Sistem pembonusan. Pengelompokkan dilakukan

berdasarkan system dan dasar pembonusan. Dalam hal ini, bisnis

MLM terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bisnis MLM vyang sistem pembonusannya berdasarkan
penjualan produk semata, baik personal sales maupun group
sales. Sistem ini lebih banyak dijumpai dalam bisnis “MLM
matahari”.

2. Bisnis MLM vyang sistem pembonusannya berdasarkan
perkembangan jaringan semata. Sistem ini lebih banyak
dijumpai dalam MLM non matahari, utamanya dua jaringan,.

3. Bisnis MLM yang menggabungkan dua dasar pembonusan,

perkembangan jaringan dan penjualan produk.®

Dalam bisnis MLM juga tidak lepas dengan adanya
komisi atau bonus. Bicara masalah bonus atau komisi, inilah yang
dicari hampir 90% orang yang bergabung dalam bisnis pemasaran

jaringan. menjalankan MLM adalah untuk mendapat penghasilan

% Supriadi Yusuf Boni, Apa Salah MLM?, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

2017), h.124-126
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tambahan (yang memang tidak salah), maka pastikan sumber
penghasilannya dengan cara yang halal.

Dasar hukum dari dibolehkannya komisi ataupun
pemberian reward terdapat dalam kisah Nabi Yusuf yang
diabadikan di dalam Al Qur’an:

B PRI PV A TO TR FTAREYAN e
“Penyeru-penyeru itu/berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan
makanan  (seberat) beban unta, dan Aku menjamin

terhadapnya”. ”QS. Yusuf (12) : 72

Dikisahkan dalam ayat tersebut, suatu saat, raja
kehilangan bejana emasnya, dan kemudian memberikan sebuah
sayembara. Dengan ketentuan, barang siapa yang menemukan
bejana emas tersebut, maka akan diberikan hadiah berupa bahan
makanan seberat satu ekor onta. Demikianlah tafsir yang
dikemukakan oleh para ulama tafsir terkait ayat tersebut. Dan ayat
inilah yang kemudian menjadi dasar, dibolehkannya mengadakan
sebuah sayembara dengan hadiah bagi orang-orang yang mampu
menyelesaikan syarat yang disyaratkan (mencapai pencapaian

tertentu). Dalam hukum perdagangan Islam, akad yang seperti ini



disebut dengan akad Ji'alah atau Ju’'alah. Maka boleh

mendapatkan penghasilan dari MLM, Jika:

1. Hasil dari penjualan. Segala bentuk komisi yang muncul
adalah hasil dari komisi penjualan, baik penjualan secara
langsung (profit margin selisin harga member dan non
member) maupun penjualan tak langsung yang didapatkan dari
akumulasi poin secara grup sales. Jika bonus yang didapatkan
mengacu pada komisi atas terjadinya penjualan, maka bisa
dipastikan jenis MLM yang seperti ini adalah halal. Namun,
Jika penghasilan MLM vyang didapatkan oleh member
merupakan hasil dari rekruting, maka ini yang oleh sebagian
besar ulama menyepakatinya sebagai perdagangan yang bathil.

2. Reward/ Hadiah tambahan. Selain komisi/ Bonus, biasanya
perusahaan MLM juga memberikan hadiah berupa barang
mewah lainnya seperti HP, Sepeda Motor, Perjalanan Keluar
Negeri, Mobil, atau bahkan rumah mewah. Hukumnya halal
apabila kompensasi yang diberikan tersebut adalah hasil dari
pengalokasian dana promosi yang tidak terpakai oleh
perusahaan dikarenakan sistem MLM telah menggantikan

metode promosi konvensional, yang dilarang apabila seluruh



79

reward maupun komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada
member adalah hasil dari pengambilan sebagian besar uang
paket bergabung awal yang disetorkan member kepada
perusahaan atau dalam bahasa sistem MLM disebut Carry
Forward.®

Dalam Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 telah diatur Tentang Pedoman

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), yaitu:

13. Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang
atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh
perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan
atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

14. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

15. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan

atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

®1 Andre Raditya, E-Book Kupas Tuntas Hukum Multi Level Marketing
dari Sudut Pandang Islam, (Klaten: 2015), h, 32-35
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16.

17.

18.

19.

20.

Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum
yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau
produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan
tidak untuk diperdagangkan.

Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan
kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun
bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata,
yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil
penjualan barang dan atau produk jasa.

Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh
perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil
melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang
ditetapkan perusahaan.

Ighra’ adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang
lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau
transaksi dalam rangka mempereroleh bonus atau komisi yang

dijanjikan.
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21. Money Game adalah kegiatan penghimpunan dan masyarakat
atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi
dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang
baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan
produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang
dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak
mempunyai  mutu/kualitas yang dapat dipertanggung
jawabkan.

22. Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang berlebihan
yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.

23. Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan
baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar
sebelumnya.

24. Mitra usaha/stockist adalah pengecer/retailer yang menjual/
memasarkan produk-produk penjualan langsung.®?

Berdasarkan penjelasan tentang sistem Kkerja dan
pengelompokan-pengelompokan MLM atau Penjualan Langsung

Berjenjang di atas, sesuai dengan aturan fatwa yang telah

ditetapkan dan diberlakukan di Indonesia.

%2 Ahmad Ifham Solihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan, (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010), h. 490-491.
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4.

Pendekatan hukum Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/V11/2009
dalam Perspektif Ushul Figh.

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti
sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan
Negara, instituisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-
kaidah hukum dan aturan tentang ritual tentang ritual ibadah dan
muamalah membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada
Allah SWT dan hidup bahagia dengan ridha Allah SWT pada hari
dimana harta dan anak-anak sudah tidak bermanfaat.

Dalam Al-Qur’an aturan halal dan haram kontrak

komersial atau bisnis diatur secara umum,® Firman Allah SWT:

®
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS: An-Nisa (4): 29.%

%3 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2007),

h. 169

% Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya, (Bogor: Lembaga

Percetakan Al-Qur’an Kemenag RI, 2014) , h. 83
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Mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-
Qur’an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang
dilakukan. Teknik, sistem dan aturan main tentang tercapainya
tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam
menerjemahkan konsep dan impelementasinya pada konteks
modern saat ini.%

Kemudian dalam sebuah Hadits Rasulullah dinyatakan :
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“Dari Abi Abdillah An Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma,
dia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda, Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan
perkara haram itu pun jelas, dan diantara keduanya terdapat
perkara-perkara yang syubhat (meragukan) yang tidak diketahui
oleh orang banyak. Oleh karena itu, barangsiapa menjaga diri
dari perkara syubhat, ia telah terbebas (dari kecaman) untuk

agamanya dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus ke
dalam syubhat, berarti terjerumus ke dalam perkara haram,

% Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam, ... ..., h. 170
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seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat
terlarang, maka kemungkinan besar gembalaannya akan masuk ke
tempat terlarang tadi. Ingat! Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada
sebuah gumpalan, apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuh,
dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh, tidak lain ia
adalah hati (HR. Bukhari dan Muslim).%®
Kemudian di lain pihak sebuah kaidah fighiyah
menjelaskan dengan tegas, bahwa:
LU el g 1
“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”
Maksud kaidah diatas ialah semua akad dalam transaksi
muamalah itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.®’
Dari konteks normatif di atas menunjukkan bahwa konsep
halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme bisnis dan
transaksi, walaupun demikian prinsip syariah dalam muamalah
(bisnis dan transaksi) dapat menerima adanya inovasi. Hal tersebut
dikuatkan dengan banyak hadits Nabi yang memberikan keleluasan
kepada manusia dalam menentukan mekanisme bertransaksi dan

berbisnis, ® Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

% https://ciptoabiyahya.wordpress.com/2012/01/08/hadits-arbain-keenam-

halam-dan-haram, diunduh pada tanggal 02 Januari 2018, pukul 14.30 WIB

%" Enang Hidayat, Figih Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

2015), h. 51

%8 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam, ... ..., h. 171
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Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang
mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal
menghalalkan yang haram.®
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Dengan begitu keleluasan dan keterbukaan ini
(menentukan mekanisme), bukannya sesuatu yang mutlak.
Memang pada dasar prinsipnya muslim dibebaskan melakukan
segala bentuk transaksi dan bisnis (permissibility of things), hanya
saja terdapat sejumlah ayat maupun hadits Nabi yang memberikan
batasan mekanisme mana saja yang secara khusus dan secara jelas
dilarang, sehingga transaksi muamalah yang dilakukan oleh
manusia dpat bermanfaat bagi kehidupan mereka bukan menjadi
malapetaka. Karena semua yang dilarang itu berarti haram dan jika
masih dikerjakan itu berdosa. Selain itu, pada umumnya setiap
pelarangan berarti perbuatan tersebut harmfull (berbahaya) ataupun
materinya impurity (tidak suci/najis).

Seperti Nabi melarang transaksi jual beli yang semu,

adanya secara jelas larangan tentang riba, gharar, dan maysir.

% https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-
sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html, diunduh pada tanggal 02 Januari 2018, pukul
15.11 WIB



https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html
https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html

86

Bentuk larangan tersebut merupakan koridor yang harus
dilaksanakan oleh seorang muslim baik individu maupun kolektif.
Pelaksanaan larangan haruslah mengarah kepada bentuk nilai
substansi dan filosofi dari larangan tersebut. Bukan hanya sekedar
bentuk yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern
saat ini, maupun adanya upaya penghindaran dan batasan dengan
dalih penafsiran dan kontekstualitas. Selain itu perlu dipahami
bahwa nilai baik tidak mengubah yang baik menjadi halal, sesuatu
yang meragukan sebaiknya dihindari. Jika suatu perbuatan yang
haram adalah terlarang, maka begitu pula dengan hal yang serupa
dengan perbuatan tersebut.”® Dan juga selain Nabi Muhammad
melarang transaksi jual beli yang semu, adanya secara jelas
larangan tentang riba, gharar, dan maysir. Nabi Muhamamad
SAW juga melarang jual beli dari barang yang tidak boleh dijual.
Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda:

(uﬂs} jf;-\} 2L ﬁ,L\ = 2 h o\

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengaharamkan jual beI|
pada arak, Bangkai, babi dan berhala”.

70 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam,... ..., h. 172
™ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul
Akhyar, Penterjemah Syarifudin Anwar, (Surabaya: Bina Iman, 2007), h. 539
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Semua bisnis yang menggunakan sistem MLM, dalam
literatur figh termasuk dalam kategori muamalah yang dibahas
dalam bab al-buyu’ (jual-beli). Dalam kajian figh kontemporer,
menurut Wahyudi dalam “Bisnis Multilevel Marketing dalam
Perspektif Islam, jurnal Equilibrium, Vol 2, No.1, Juni, 2014” bisnis
MLM ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Produk barang atau jasa yang dijual;

2. Sistem penjualannya (selling marketing).

Pertama, berkaitan dengan produk atau barang yang dijual apakah
halal atau haram tergantung kandungannya, apakah terdapat
sesuatu yang diharamkan Allah seperti unsur babi, khamr, bangkai
atau darah. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah
mengandung unsur kemaksiatan seperti praktik perzinaan,
perjudian, gharar dan spekulatif.

Kedua, berkaitan dengan sistem penjualannya, bisnis MLM tidak
hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, melainkan
juga produk jasa, Yyaitu jasa marketing yang berlevel-level
(bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus,
dan sebagainya tergantung level, prestasi penjualan dan status

keanggotaan distributor. Jasa marketing yang bertindak sebagai
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perantara antara produsen dan konsumen ini, dalam terminologi
figh disebut sebagai “Samsarah/simsar” (perantara perdagangan
yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli
untuk memudahkan jual beli). Kegiatan samsarah/simsar dalam
bentuk distributor, agen atau member, dalam figh termasuk akad
ijarah yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan
imbalan, insentif atau bonus (ujrah). Pada dasarnya, semua ulama
memandang boleh (mubah) jasa ini.”

Jual beli dalam MLM atau Penjualan Langsung
Berjenjang tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya.
Distributor MLM menawarkan produk kepada calon pembeli yaitu
calon konsumen. Produknya jelas bahkan kalau perlu diperagakan
bagaimana menggunakannya. Supaya yakin dan menghilangkan
unsur penipuan, diberikan juga beberapa produk sebagai sampel.”

Asal mula diadakannya aturan jual beli ini adalah dalil Al-
Kitab (Al-Qur’an), Hadits dan Ijma’nya para Ulama, Firman Allah

SWT:

"2 Anita Rahmawaty, “Bisnis Multilevel Marketing dalam Perspektif Islam,
jurnal Equilibrium, Vol 2, No.1, (Juni 2014), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Kudus, h. 77-78.

" Tarmizi Yusuf, Strategi MLM Secara, ... ..., h. 112-113.
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“.padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...” QS. Al-Bagarah (2): 275.

Ayat ini termasuk ayat mukhamat yaitu ayat yang tidak
membutuhkan takwil, tidak memerlukan penjelasan lagi. Sudah
sangat jelas jual beli itu halal dan riba itu haram. Masalahnya
adalah terjemahan apa saja yang perbuatan yang dikatakan riba.
Apakah bunga bank itu riba. Batasan ini yang menjadikan
perdebatan sebagai wilayah figh. Tetapi mengenai jual beli itu
halal, itu pun jelas.”

Imam Syafi’l berkata : “Allah telah menyebutkan kata jual-beli
dalam kitab suci-Nya, Al-Qur’an, bukan hanya pada satu tempat
yang menunjukkan diperbolehkannya jual-beli.

Penghalalan  Allah  SWT terhadap jual-beli itu
mengandung dua makna: salah satunya adalah bahwa Allah SWT
menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan oleh dua orang pada
barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka
sama suka. Makna yang kedua adalah, Allah Azza wa Jalla

menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak

™ Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani, ... ...,h. 47
"> Tarmizi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, ... ... Jho 111,
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dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memiliki
otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah SWT
akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW
mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan
ataupun yang diharamkan-Nya.

Pada prinsipnya, semua praktik jual-beli itu
diperbolehkan, apabila dilandasi dengan keridhaan dua orang yang
diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan
kecuali jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dengan
demikian, apa yang dilarang Rasulullah SAW secara otomatis
diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.”

Dalam Ketentuan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan
Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Praktik PLBS wajib
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

13. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa

barang atau produk jasa;

"® Imam Syafi’l Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-
Umm Buku 2 (Jilid 3-6), Penterjemahan Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin
(Jakarta: Pustaka Azzam. 2014), h. 1-2.
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Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu
yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu
yang haram;

Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung
unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat;

Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive
mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak
sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;

Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik
besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi
kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai
hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi
pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra
usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi
(akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk
jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;

Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang
diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau

penjualan barang dan atau jasa;
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20. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota
(mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’;

21. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian
bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;

22. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan
acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur
yang bertentangan dengan agidah, syariah dan akhlak mulia,
seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;

23. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan
berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
anggota yang direkrutnya tersebut;

24. Tidak melakukan kegiatan money game.”

Terkait ketentuan umum dan ketentuan hukum Fatwa di
atas, terdapat transaksi dan sistem pemasaran yang dilarang
dilakukan dalam penjualan langsung berjenjang syariah, yaitu:

1. Dilihat dari sistem pemasaran sebagai berikut:

a. Menggunakan Asaz Keaadilan.
Adil dalam sistem pemasaran, sebuah MLM artinya adalah

terbukanya kesempatan bagi siapapun untuk berhasil/

" Ahmad Ifham Solihin, Pedoman Umum, ... ... , h. 491-492.



93

sukses. Yang dimaksudkan adil disini bukan lah pada
mampu tidaknya seseorang mengejar jumlah jaringan.
Yang dijadikan sebagai ukuran yaitu potensi penghasilan
yaitu jika yang bergabung belakangan tetap punya potensi
untuk mengungguli penghasilan mereka yang bergabung
lebih awal, maka sistem MLM yang bersangkutan masuk
ke dalam kategori Adil.
b. Tidak Ada Pemaksaan dalam berbelanja.

Salah satu hal yang tetap perlu diperhatikan dalam sistem
jual beli berbasis MLM adalah asas manfaat. Bahwa setiap
barang yang diperdagangkan melalui MLM tetaplah harus
dibutuhkan oleh masyarakat, baik Member maupun Non
Member. Tidak dibenarkan jika perusahaan MLM
menggunakan produk yang tidak memiliki manfaat sebagai
produknya. Dan konsep MLM vyang diusung hanya
digunakan untuk membuat produk tersebut laku. Produk
hanya sebagai kedok semata (karena tidak memiliki

manfaat sama sekali). Dari hal di atas, maka Syarat tidak

8 Andre Raditya, E-Book Kupas Tuntas, ... ..., h. 26
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ada pemaksaan ini bisa kita turunkan dalam keadaan

sebagai berikut:

1)

2)

Tidak ada kewajiban belanja yang memberatkan Hal
inilah yang menyebabkan sebagian besar ulama Figh
mengklasifikasikan MLM ke dalam hukum makruh
dan haram. Dikarenakan, adanya kewajiban belanja,
member secara terpaksa harus membeli sejumlah
barang yang belum tentu dia butuhkan hanya untuk
mencairkan ~ bonus/komisinya  (pendapatannya).
Sementara hukum komisi adalah hak member yang
bersangkutan yang dia peroleh dari hasil kerjanya.
Disyaratkannya sebuah syarat untuk mendapatkan
sebuah hak inilah yang dinilai merugikan. Adanya
kewajiban belanja juga membuat asas manfaat sering
kali menjadi terabaikan. Karena member membeli
bukan karena kebutuhan.

Tidak ada paksaan dalam waktu pembelian atau batas
waktu dalam pembelanjaan. Hal ini sering terjadi

pada MLM yang menggunakan konsep bonus berupa

™ Andre Raditya, E-Book Kupas Tuntas, ... ..., h. 28
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voucher atau e-money atau e-wallet. Selama e-wallet
atau e-money yang diberikan tidak memiliki expired
date, maka hukumnya mubah. Namun jika memiliki
waktu kadaluarsa, maka hukumnya berubah menjadi
haram, dikarenakan adanya hak member yang
dihilangkan secara sepihak.
Tidak terjadi 2 akad dalam 1 transaksi Poin ini adalah
poin yang paling sering diperbincangkan dan menjadi
alasan banyak ulama mengharamkan MLM dikarenakan
adanya beberapa MLM yang menyatukan 2 akad dalam 1
transaksi. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan apa
itu 2 akad dalam 1 transaksi. Dua akad dalam 1 transaksi
adalah jenis akad yang diharamkan dalam Islam.

Sebagaimana hadits nabi berikut ini :

- - ,.:e./ . o/:c./ o - ‘/ - u// '\w // ) s o8 - o
Sy dide @ oilbe (8 Wl ale A o A Jsuy (B
"Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu
kesepakatan”. (HR Ahmad)

Jenis transaksi ini diharamkan karena menggabungkan 2
akad sekaligus, sehingga timbul ketidak jelasan nilai dari

suatu transaksi.
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Hadis riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu:
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“Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] dari
[Malik] dari [ ‘Abdul Majid bin Suhail bin ‘Abdurrahman]
dari [Sa’id bin Al Musayyab] dari [Abu Sa’id Al Khudriy]
dari [Abu Hurairah radliallahu ‘anhu] bahwa Rasulullah
shallallahu  ‘alaihi wasallam pernah mempekerjakan
sesorang di daerah Khaibar kemudian orang itu datang
dengan membawa kurma pilihan yang terbaik Maka
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apakah semua
kurma Khaibar seperti ini?” Orang itu berkata: “Demi
Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami
menukar (barter) satu sha’ dari jenis kurma ini dengan
dua sha’ kurma lain dan dua sha’ kurma ini dengan tiga
sha’ kurma lain. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: “Janganlah kamu melakukannya,
juallah semua dengan dirham kemudian beli dengan
dirham pula » 80

Berbasis pada penjualan Sistem MLM yang halal dan
benar haruslah berpusat pada aktivitas penjualan, bukan

aktivitas perekrutan, apalagi hanya berpusat pada aktivitas

8 Andre Raditya, E-Book Kupas Tuntas, ... ..., h. 30-31
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setor menyetor uang tanpa adanya produk yang
diperdagangkan. Perekrutan member baru adalah daya
ungkit yang menopang penjualan, yang menjadikan omset
penjualan lebih meningkat dikarenakan bertambahnya
orang yang ikut menjual produk MLM tersebut dalam satu
sistem.
2. Dilihat dari transaksi sebagai berikut:
a. Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti Az-Ziadah
(tambahan). Yang dimaksud tambahn disini adalah
tambhan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun
banyak.®

Berdasarkan hukumnya, riba  jelas-jelas
diharamkan dalam Islam. Selain QS. Al-Bagarah ayat 275
yang menjelaskan bahwa “Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba”, dalam ayat lain, Firman

Allah SWT:

8 Sayyid Sabiqg, Fikih Sunnah Jilid 12, Penterjemah Kamaluddin A.
Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma’arif. 1995), h. 117
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“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal
Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan
Karena mereka memakan harta benda orang dengan
jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-
orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”
QS. An-Nisa (4): 161.%

Masih banyak ayat lain yang senada. Al-Qur’an
menyinggung masalah riba di berbagai tempat. Dan
seluruhnya menjadi dalil yang tegas bagi pengharaman
riba.

Dan terdapat salah satu hadits yang
mengharamkan  riba,  Al-Bukhari dan  Muslim

meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah

bersabda:®

-
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82 Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya, (Bogor: Lembaga

Percetakan Al-Qur’an Kemenag RI, 2014) h. 103

8 sayyid Sabig, Fikih Sunnah Jilid 12, ... ... ,h. 119-120
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“jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Para
sahabatnya bertanya: Apa sajakah itu wahai Rasulullah?.
Beliau menjawab: Berlaku syirik, sihir, membunuh jiwa
yang dilindungi, berlaku riba, merampas harta anak
yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita baik-
baik melakukan zina.”

Selain itu terdapat Ijma dalam larangan riba, Imam
Nawawi berkata, “Orang-orang muslim sepakat terhadap
pelarangan riba, bahkan para pakar dan ahli menyatakan
demikian. Dikatakan bahwa riba ini dilarang oleh semua
syariat.” Qurthubi dan Mawardi juga menyatakan
pendapat yang sama. Yang dimaksud dengan keharaman
riba yang disepakati ini adalah semua jenis transaksi yang
telah disetujui oleh ahli figh sebagai riba. Sebab transaksi
yang termasuk kategori riba ini, konteksnya beraneka
ragam.®*

b. Maysir

Kata maysir dalam arti harfiahnya adalah
memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja
keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh

karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu adalah

terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya

8 < Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, Figih Riba, Penterjemah Abdullah,
(Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 50
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berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali.
Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya
pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang
terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang
semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu
kesempatan. Kata azlam dalam bahasa arab yang di
gunakan dalam Al Qur’an juga berarti praktek perjudian.
Sementara itu maysir, menggunakan segala bentuk
harta dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan
misalnya, lotre, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Judi
pada umumnya dan penjualan undian khususnya (azlam)
dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang
berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram
dalam Islam. Beberapa dalil yang menjelaskan keharaman

berjudi adalah sebagai berikut :
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“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang
khamr dan maysir. Katakanlah, ~Pada keduanya terdapat
dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
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Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya....” QS
Al-Bagarah (2) :219. %
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“Wahai orang-orang Yyang beriman! Sesungguhnya

minuman keras, maysir, (berkurban untuk) berhala, dan

mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan
keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS Al-

Maidah 5:90).%°

Ayat-ayat tersebut secara tegas menunjukkan
keharaman judi. Selain judi itu rijs yang berarti busuk,
kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat
berdampak negatif pada semua aspek kehidupan.

Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial,
moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan
merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
sebab setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT
pasti akan mendatangkan celaka.®’

c. Gharar

Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW.

8 Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani, .. ..., h. 34
% Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani, ... ..., h. 123
8 Andre Raditya, E-Book Kupas Tuntas, ... ..., h. 20
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“Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah SAW melarang
jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual
beli dengan cara menipu.”

Al-khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal
bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal
gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena
tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya
samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli
tersebut disebut bai’ al-gharar. Misalnya jual beli barang
yang tidak bisa diserahterimakan ketika akad, jual beli
barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual,
menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, dan
yang semisal dengan itu semuanya.

Menurut  AN-Nawawi dalam Syarh Shahih
Muslim, sebagaimana dikutip dari Abu Malik Kamal bin
Al-Sayyid Salim, jual beli yang disebutkan di atas
hukumnya batal, karena sifatnya gharar tanpa ada

keperluan yang mendesak. Tetapi kalau ada hajat yang

mengharuskan  melakukan  gharar dan tertutup
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kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat
sulit sekali, lagi pula gharar tersebut bersifat sepele, maka
boleh jual beli tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, para
ulama sepakat atas bolehnya jual beli jas yang didalamnya
terdapat busa yang sulit dipisahkan dan kalau kapasnya
dijual secara terpisah justru tidak boleh. Begitu juga
samarnya pondasi rumah dan menjual kambing yang
sedang hamil dan susunya, maka sah hukumnya, karena
pokok yang mengikuti zhahir. Oleh karena itu menurut
An-Nawawi larangan bai’ al-gharar merupakan prinsip
yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung
dalam bab jual beli.

Ibnu Al-Qayyim sebagaimana dikutip Khalid bin
Abd al-‘Aziz al-Batuliy mengemukakan: “tidak setiap
gharar itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli,
akan tetapi terdapat gharar yang di maafkan
(diperbolehkan) apabila gharar itu sedikit atau tidak bisa
dihindarinya. Oleh karena itu gharar seperti ini tidak

menghalangi sahnya akad.”®® Dalam hal ini kaidah yang

8 Enang Hidayat, Figih Jual Beli,... ..., h. 104
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berhubungan dengan masalah tersebut telah dikemukakan

dalam kaidah kelima.

sl b 2 G e o 6 G b 6
Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat kesamaran
atau ketidaktahuan tujuannya maka hukumnya batal.®®

Kalau dilihat dari segi kemafsadatan (kerusakan)
yang diakibatkan dari gharar ini, menurut lbnu Taimiyah
kemafsadatan gharar itu lebih sedikit daripada
kemafsadatan riba. Oleh karena itu, diberikan keringanan
apabila gharar tersebut sulit dihindarinya. Dalam hal ini,
contohnya sebagaimana telah dikemukakan An-Nawawi
di atas.”

Di dalam gharar juga tidak dapat dipisahkan
dalam praktik gimar (unsur judi), maysir (unsur gambling)
dan mukhatharah (unsur spekulasi). Tetapi memiliki titik

kesamaan dan titik perbedaan, rinciannya sebagai berikut:

1) Korelasi antara gharar dengan gimar.

% Enang Hidayat, Figih Jual Beli,... ... ,h. 69
% Enang Hidayat, Figih Jual Beli,... ... , h. 105.
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Pertama: titik persamaannya adalah keduanya
berpotensi untung dan rugi akibat al-jahalah baik
akad, objek, harga atau lainnya.

Kedua: titik perbedaan antara keduanya adalah objek
gimar umumnya berupa permainan, pertandingan atau
lomba. Sedangkan gharar terjadi pada transaksi
dagang atau bisnis.

Ketiga: di antara contoh qimar, seperti pada
pertandingan sepak bola. Jika setiap kesebelasan yang
ikut diwajibkan membayar sejumlah uang untuk
dijadikan hadiah bagi kesebelasan pemenang.
Ataukah pada olahraga sepak takraw, dimana team
yang kalah wajib menanggung biaya konsumsi.
Korelasi antara gharar dengan maysir

Pertama: gharar termasuk salah satu bentuk bahkan
hal yang tak terpisahkan dari maysir. Setiap kali ada
praktik maysir setiap itu pula ada gharar. Namun
tidak sebaliknya, sebab cakupan maysir lebih luas

ketimbang gharar.
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3)

Kedua: praktik maysir sendiri terbagi menjadi dua,

yaitu:

a) Qimar, seperti contoh pada bagian ketiga poin
().

b) Semua perbuatan sia-sia yang melalaikan orang
dari dzikir dan shalat. Makna ini yang diamini
oleh mayoritas ulama. Menurut mereka, alasan
pengharaman maysir bukan semata karena unsur
gambling di dalamnya, namun lebih karena ia
memicu perselisihan, permusuhan, melalaikan
orang dari dzikir dan shalat dan tindakan zhalim.

Korelasi antara gharar dengan mukhatharah

Pertama: cakupan mukhatharah lebih luas dibanding

gharar. Sebab unsur gharar bagian dari

mukhatharah.

Kedua: mukhatharah sendiri terbagi menjadi dua,

yaitu:

a) Mukhatharah yang didasari oleh al-jahalah baik

yang terkait dengan obyek transaksi atau harga
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b)

Dzulm

107

barang. Hal ini termasuk gqimar dan gharar
sekaligus.

Mukhatharah terkait potensi untung rugi dari
sebuah transaksi objek dan harganya diketahui
dengan jelas. Artinya, apakah transaksi tersebut
mendatangkan keuntungan bagi pelaku atau
malah menyebabkan kerugian. Atau apakah
harga barang tersebut mahal atau murah.
Transaksi seperti ini termasuk mukhatharah
karena ketidakpastian untung ruginya, tapi tidak
termasuk gharar sebab objek dan harganya jelas.
Transaksi dagang seperti ini tidak diharamkan
Islam. Karena setiap pedagang pasti berspekulasi.
Jadi, tidak semua praktik mukhatharah
diharamkan, hanya yang mengandung unsur

gharar yang dilarang oleh syariat Islam.™

°! Supriadi Yusuf Boni, Apa Salah MLM?, ... ..., h. 80-82.
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Dzulm atau tindakan zhalim merupakan sebab
utama transaksi ekonomi dan bisnis yang diharamkan.
Hukum ini berlaku umum dan untuk semua sektor tanpa
terkecuali. Sektor keuangan atau sektor rill, area private
maupun wilayah publik, pelakunya person, lembaga
korporasi atau Negara. Selama sebuah transaksi
mengandung unsur kezhaliman, maka ia diharamkan.

Jika dicermati, semua penyebab haramnya
transaksi ekonomi bermuara pada tindakan zhalim. Riba
misalnya, diharamkan karena tambahan yang tidak
dibarengi obyek padanan dan penundaan pembayaran
merupakan bentuk kezhaliman.

Demikian pula jual beli gharar, praktik maysir,
gimar, aksi tipu-tipu, perdagangan khamar, narkoba,
pencurian, perampokan dan sebagainya, semuanya
mengandung unsur zhalim. Tidak heran, jika sebagian
ulama mengatakan satu-satunya sebab sebuah transaksi

dan bisnis dilarang adalah tindakan zhalim.%

%2 Supriadi Yusuf Boni, Apa Salah MLM?, ... ..., h. 62
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Seperti yang dijelaskan dalam Dalil Al-Qur’an,

Firman Allah SWT:

z
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa (4): 29.

Sisi pendalilan pada ayat tersebut adalah kata ar-
ridha (rela). Karena tindakan zhalim akan menghilangkan
sikap ridha sebagai asas transaksi. Akhirnya ia dianggap
memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Dalil Hadits. Sebuah hadits qudsi dari Abu Dzar

Al-Ghifari, dari Rasulullah, beliau bersabda: Allah

berfirman:

“Sesungguhnya Aku telah mengharamkan tlndakan
zhalim pada diri-Ku, maka Aku (Allah) pun telah

mengharamkannya atas kalian, maka itu janganlah kalian
saling menzhalimi...”
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Kata jangan saling menzhalimi dalam hadits
tersebut bermakna umum. Artinya, segala tindakan zhalim
haram dilakukan, oleh siapa pun, dalam bentuk apa pun,
dan di bidang apa pun termasuk dalam bidang ekonomi
dan bisnis. Seluruh ulama klasik maupun kontemporer
sepakat bahwa segala tindakan zhalim diharamkan. Tanpa
melihat siapa yang melakukan, bentuknya bagaimana, di

bidang apa, kapan waktunya dan dimana tempatnya.*®

% Supriadi Yusuf Boni, Apa Salah MLM?, ... ..., h. 64-65



111

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
6. Bentuk pada MLM (Multi Level Marketing) yang diatur dalam
Ketentuan Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VI1I/2009 tidak
berbeda dengan bentuk-bentuk jual beli yang terjadi secara
konvensial, yaitu terdapat sebuah produk, harga, dan
kesepakatan. Menurut pakar marketing ternama Don Failla
dalam “Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan
Islam juga berpendapat bahwa marketing dibagi menjadi tiga macam

yaitu: retail (eceran), direct selling (penjualan langsung ke
konsumen) dan multi level marketing (pemasaran berjenjang
melalui  jaringan  distribusi  yang dibangun  dengan
memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran).
Adapun cara sistem kerja bisnis MLM yaitu dengan mendaftar
ke salah satu perusahaan untuk menjadi anggota, setelah
menjadi anggota maka anggota tersebut mendapatkan harga
yang lebih murah dibandingkan harga pasaran yang kemudian
akan dijual kembali ke konsumen, semakin banyak barang

yang terjual maka semakin banyak komisi dan bonus yang
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didapatkan dari perusahaan, selain itu juga anggota dapat
merekrut orang lain untuk menjadi anggota baru dalam bisnis
MLM tersebut, perekrutan anggota juga bisa menjadi bonus

dalan menjalankan bisnis MLM.

. Pendekatan hukum Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/V11/2009

tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah
dalam Perspektif Ushul Figh, berdasarkan dalam bisnis yang
menggunakan sistem MLM (Multi Level Marketing), termasuk
dalam kategori muamalah yang dibahas dalam bab al-buyu’
(jual-beli). Dalam hal ini Multi Level Marketing, berkaitan
dengan produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram
tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang
diharamkan Allah seperti unsur babi, khamr, bangkai atau
darah. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah mengandung
unsur kemaksiatan seperti melakukan kegiatan money game
(arisan uang), gharar, maysir, riba, dharar, dzulm.

Selanjutnya, berkaitan dengan sistem penjualannya, bisnis
MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk
barang, melainkan juga produk jasa, yaitu jasa marketing yang

berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa
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marketing fee, bonus, dan sebagainya tergantung level, prestasi
penjualan dan status keanggotaan distributor. Jasa marketing
yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan
konsumen ini, dalam terminologi figh disebut sebagai
“Samsarah/simsar” (perantara perdagangan yaitu orang yang
menjualkan barang atau mencarikan pembeli  untuk

memudahkan jual beli).

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat pada umunmnya diharapkan agar lebih
berhati-hati dalam segala kegiatan ekonomi, lebih khususnya
dalam kegiatan bisnis. Harus selektif jika ingin melakukan
kegiatan bisnis.

2. Untuk para pelaku pebisnis khusunya di bidang penjualan
langsung berjenjang atau Multi Level Marketing, tidak hanya
mencari keuntungan yang besar tetapi harus melihat juga dari
sisi syariat agama, apakah bisnis yang dilakukan terdapat hal-
hal yang diharamkan agama, baik itu dari sisi produknya

ataupun dari sisi cara menjalankan bisnisnya.



